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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REFPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 Tahun 2016
TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OQPERASIONAL PENDIRIAN
MADEBRASAH TSANAWIYAH AHLUSSUNNAH NW BERAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memngkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum funtuk
menyelenggarakan madrasah  sesual dengan  spandar
nasional pendidilean;

b. bahwa madrasah wyang tercantum di bawah in{ telah
memenuhi  persyaratan administratif, teknis| dan
kelayakan vang telah ditetaplan;

¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagdimana
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, | perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama  Rdpublik
Indonesia tentang Pembenian lzin Operasional Pepdinan
Madrasah Tsanawiyah Ahlussunnah NW Berambarjg.

Mengingat : 1. Peraturan  Pemerintabh  Nomor 19 Tahun | 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Mompr 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490) scbagaimana telah diubah dengan Perpturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pergbahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun | 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran
Megara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tpntang
Wajib Belgjar Pendidikan Dasar [Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tamlbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
3. Peraturan Pemenntah Nomeor 48 Tahun 2008 tkntang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Rgpublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tpntang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahup 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Rdpublik
Indonesia Nomor 4941); _
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tbntang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lempbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ["-’-:]iI-:}I‘ 23,

B, Pergluran. .




Menetapkan

EESATU

1o,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5150) scbagaimana telah diubah dengan Perpturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pergbahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara FRepublik Indonesia Tahun| 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R publik
Indonesia Momor 2137);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 [Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana |[Untuk
Sckolah Dasar/Menengah Ibtidaiyvah, Sckolah Megengah
Pertama,/Madrasah Tsanawiyah, dan Sckolah Megengah
AtasfMadrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 [Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota schagaimana telah diubah mgenjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvasn [Nomor
23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun] 2010
tentang Standar Pelayanan DMinimal Pendidian di
Kabupaten/ Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 fentang

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidilan
Agama [slam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 fentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan PBgama
Islamn pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah Hmbah
dengan - Peraturan Menteri Agama Nomor 31 [Tahun
2013 tentang Perubahan  Atas  Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pepgawas
Madrasah dan Pengawas Penduhkan Agama Islap pada
Selkolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahug 2013
Nomor 654);

Peraturan Menteri Agama Nomeor 90 Tahun 2013 gentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor |[1382),
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Qenteri
Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 fentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah [Berita [Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKEAN :

KEPUTUSAN MENTER]I AGAMA REPUBLIK INDNESIA

TENTANG FEMBERIAN IZIN OFPERASIONAL FENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH AHLUS3SUNNAH W

BERAMBANG.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampirag yang
merupakan bagian udak wrpisahkan dari Kepuiuwsan (ni.




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Mafrasah

yang bersangkutan wajib :

4. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat|paling

kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
prasarana, dan  pelaksanaan  pemenuhan
pendidik dan tenaga kependidilean: dan/atau;

sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelakEnamu

arana
gtandar

. mengajukan pendaftaran visitasi akeditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-5/M sesuai keté¢ntuan

peraturan perindang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimjaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dag /atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum  [Kedus

huruf b mendapat peringkat minimal C, mak

17N

operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

tetap berlaku,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimblesud
dalam Diktum Kedua hurul & dinilai memenuhbi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dag Jatay
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum  Kedus
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, mald: izin
operasional schagaimana dimaksud dalam Diktum Hesatu

dicabut,
Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan,

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal a7 .Juni 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

GAMA




" LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 262 TAHUN 2016 'y
TEMNTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH AHLUSSUNNAH NW BERAMBANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah | MTs Ahlussunnah NW Berambang
2 | Nomor Statistik Madrasah 121252010154
3 { Alamat Madrasah Jin. Banpko-Bangko Berambarg

Desa/fKelurahan Batu Futih
Kecamatan Sckotong
Kabupaten Lombok Baral
Provinsi Nusa T:ng,am E-Eu'at

4 | Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Ahlussunnah Wahama’a.h
NW Berambang !
5 | Akte MNotars Organisari | Sn Nurlaili, 511, M.Kn., Noma 11,
Penvelenggara Tanggal 25 November 2015
5 | Pengesahan Akle Notaris | Nomor AHU-0028687.AH.O1.
(Organisasi Penyelenggara Tahun 2015, Tanggal 03 Desepber
2015

;a,w - MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA IL
A EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

WEL NUSA TENGCARA BARAT,
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